
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian Bab-Bab sebelumnya, maka skripsi ini telah 

sampai pada kesimpulan.  

a. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang tanahnya 

berdampak pembangunan untuk kepentingan umum dapat berupa 

perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian) 

sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 2 Tahun 2012 

dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria dan hak lain yang akan di tetapkan Undang-

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa serta perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum 

dan perundang-undangan. Apabila pihak berwenang melakukan tindakan 

sewenang-wenang terhadap masyarakat, melanggar hukum, atau ketika 

terjadi upaya untuk menegakkan ketertiban dan perdamaian. Dengan 

demikian perlindungan hukum preventif dilakukan dengan menyediakan 

tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada 

pihak yang berhak. Perlindungan yang represif bertujuan untuk 

menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga 

peradilan serta menyangkut tanggungjawab dan upaya hukum. 



b. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, proses 

Ganti Rugi Pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah mengalami 

perubahan. Pemerintah sekarang melakukan penilaian nilai ganti kerugian 

secara terpisah untuk setiap bidang tanah yang terkena dampak, termasuk 

Tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, dan benda-

benda yang berhubungan dengan tanah. Selain itu, kerugian lain yang 

dapat dinilai juga menjadi pertimbangan dalam menentukan besarnya nilai 

ganti kerugian. Hasil penilaian ini kemudian menjadi dasar dalam 

musyawarah untuk menetapkan jumlah ganti kerugian yang akan 

diberikan. Uang, aset properti baru, reorganisasi, kepemilikan saham, atau 

bentuk kompensasi lain yang disetujui oleh kedua belah pihak dapat 

dijadikan sebagai jenis kompensasi. Namun, pihak yang berhak berhak 

untuk mengajukan permohonan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja 

setelah proses penetapan ganti rugi jika tidak terdapat kesepakatan 

mengenai jenis dan besaran kompensasi. Pengadilan Negeri kemudian 

akan memutuskan bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam waktu 

maksimal 30 hari kerja setelah menerima pengajuan keberatan. Dalam 

memutuskan kerugian besarnya, pengadilan akan mempertimbangkan 

pendapat saksi ahli di bidang penilaian yang dihadirkan oleh pihak yang 

berkepentingan. Pendapat Saksi ahli ini akan digunakan sebagai 

pembanding atas penilaian ganti kerugian yang telah dilakukan. Dengan 

demikian, proses Ganti Rugi Pengadaan tanah untuk kepentingan umum 



telah mengalami perubahan yang signifikan sejak diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. 

B.  Saran  

Berdasarkan pada uraian kesimpulan di atas maka penulis 

memberikan saran sebagai masukan kepada pemerintah dan lembaga negara 

yang lainnya. 

a. Perlu adanya penyempurnaan terhadap regulasi yang terkait dengan ganti 

kerugian atau rugi, supaya di dalam proses pembebasan lahan atau tanah 

tidak ada konflik atau masalah yang muncul. 

b. Dalam proses perolehan tanah untuk kepentingan umum, pemerintah 

harus mempertimbangkan pemberian kompensasi yang seimbang dengan 

nilai tanah tersebut. Tujuannya adalah agar tidak terjadi ketegangan 

antara pemerintah dan masyarakat, serta untuk menciptakan masyarakat 

yang adil dan sejahtera. 
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Gambar 2. Wawancara dengan bapak Suparman 



 
Gambar 3. Jalan Sekitar Lokasi Penelitian 

 

 

Gambar 
 


